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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Peta Teori 

NO 
Penulis/ Topik/ 

Judul Buku/ Artikel 

Tujuan 

Penelitian/Penulisa

n Buku/Artikel 

Konsep/ Teori/ Hipotesis 
Variabel Penelitian 

dan Teknik Analisis 
Hasil Penelitian/ Isi Buku 

1 Pengaruh Kemandirian 

Daerah, Kinerja 

Pemerintah Daerah, 

Dan Sistem 

Pengendalian Intern 

Terhadap Akuntabilitas 

Pelaporan Keuangan 

Oktaviani, dkk. (2020) 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui  

Kemandirian 

Daerah, Kinerja 

Pemerintah Daerah, 

Dan Sistem 

Pengendalian Intern 

Terhadap 

Akuntabilitas 

Pelaporan 

Keuangan 

Teori/Konsep : 

Teori keagenan adalah 

Hubungan antara principal dan 

agent dalam organisasi 

pemerintahan yaitu rakyat 

sebagai principal yang diwakili 

oleh DPRD, mempercayakan 

pengelolaan kekayaan daerah 

kepada pemerintah daerah 

sebagai agent yang bertugas 

mengelola dana principal 

sebagai agent kepemilikan 

informasi pemerintah daerah 

lebih banyak terkait 

Independen 

1. Kemandirian  

Keuangan Daerah, 

2. Kinerja Keuangan 

Daerah, 

3. Sistem  

Pengendalian 

 Daerah. 

Dependen 

Akuntatabilitas 

Pelaporan 

Keuangan. 

1. semakin tinggi kemandirian 

suatu daerah maka 

akuntabilitas pelaporan 

keuangan semakin 

meningkat 

2. Semakin baik kinerja 

pemerintah maka 

akuntabilitas pelaporan 

keuangan semakin 

meningkat karena kinerja 

pemerintah yang baik akan 

memberikan kepercayaan 

kepada masyarakat 

sehingga pemerintah daerah 
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pengelolaan keuangan daerah 

dibandingkan dengan rakyat 

sebagai principal. 

 

Hipotesis : 

H.1 Kemandirian daerah 

berpengaruh positif 

terhadap akuntabilitas 

pelaporan keuangan 

daerah 

H.2 Kinerja pemerintah daerah 

berpengaruh positif 

terhadap akuntabilitas 

pelaporan keuangan 

H.3 Sistem pengendalian 

berpengaruh positif 

terhadap akuntabilitas 

pelaporan keuangan 

 

mendapatkan dukungan dan 

kepercayaan dalam 

pengelolaan keuangan 

bahwa pemda 

menggunakan kekuasaan 

publik untuk membenarkan 

semua aktivitas publik yang 

dikelola oleh pemda untuk 

membangun daerah yang 

sesuai dengan harapan 

publik. 

 

2 Pengaruh 

Kemandirian 

Keuangan Daerah 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

Teori/Konsep : 

Teori keagenan adalah 

Hubungan antara principal dan 

Inde/penden kemandirian keuangan 

daerah dan pertumbuhan 

ekonomi secara simultan 
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Dan Pertumbuhan 

Ekonomi Terhadap 

Indeks Pembangunan 

Manusia Di DIY. 

Pratiwi (2021) 

pengaruh 

kemandirian 

keuangan daerah 

dan pertumbuhan 

ekonomi secara 

simultan terhadap 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia pada 

Kabupaten/Kota di 

Provinsi DIY tahun 

2014-2019, untuk 

mengetahui 

pengaruh 

kemandirian 

keuangan daerah 

secara parsial 

terhadap Indeks 

Pembangunan 

Manusia pada 

Kabupaten/Kota di 

agent dalam organisasi 

pemerintahan 

Hipotesis: 

H.1 Pengaruh kemandirian 

keuangan daerah terhadap 

Indeks Pembangunan 

Manusia. 

 

H.2 Pengaruh pertumbuhan 

ekonomi terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia 

1. Kemandirian 

Keuangan 

Daerah, 

2. Pertumbuhan 

Ekonomi. 

Dependen 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

berpengaruh signifikan 

terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia 

Kabupaten/Kota di Provinsi 

DIY tahun 2014-2019, 

kemandirian keuangan 

daerah secara parsial 

berpengaruh signifikan 

terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia 

pada Kabu-paten/Kota di 

Provinsi DIY tahun 2014-

2019, dan pertumbuhan 

ekonomi secara par-sial 

berpengaruh signifikan 

terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia 

pada Kabu-paten/Kota di 

Provinsi DIY tahun 2014-

2019 
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Provinsi DIY tahun 

2014-2019, untuk  

mengetahui 

pengaruh 

pertumbuhan 

ekonomi terhadap 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia di Provinsi 

DIY tahun 2014-

2019 

 

3 Pengaruh 

Kemandirian 

Keuangan Daerah, 

Kinerja Keuangan 

Daerah Dan Belanja 

Modal Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi Di Kota 

Manado 

Holung, dkk. (2021) 

penelitian ini 

bertujuan untuk  

pengaruh 

kemandirian 

keuangan daerah, 

kinerja keuangan 

daerah dan belanja 

modal terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi Di Kota 

Teori/Konsep : 

Teori Agensi mengacu pada 

jenis hubungan keagenan di 

mana satu atau lebih (prinsipal) 

menyewa orang lain untuk 

melakukan beberapa jasa 

untuk kepentingan mereka 

dengan mendelegasikan 

wewenang pengambilan 

Independen 

1. Kemandirian 

Keuangan 

Daerah 

2. Kinerja 

Keuangan 

Daerah 

3. Belanja Modal, 

Dependen 

Berdasarkan hasil temuan 

penelitian dan pengujian 

hipotesis yang diajukan 

sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa 

Kemandirian, Kinerja 

Keuangan dan Belanja 

modal berpengaruh 

signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di 
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Manado secara 

parsial maupun 

simultan 

 

keputusan tertentu kepada 

agen. 

 

Hipotesis: 

H.1 Terdapat pengaruh 

kemandirian keuangan 

daerah, kinerja 

keuangan daerah dan 

belanja modal terhadap 

pertumbuhan ekonomi Di 

Kota Manado 

H.2 Terdapat pengaruh 

kemandirian keuangan 

daerah terhadap 

pertumbuhan ekonomi Di 

Kota Manado 

H.3 Terdapat pengaruh 

kinerja keuangan daerah 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi Di Kota 

Manado. 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Kota Manado, kemandirian 

keuangan daerah tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Kota Manado, 

kinerja keuangan 

berpengaruh signifikan 

terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Kota Manado. 

Dan  belanja modal tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Kota Manado. 
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H.4 Terdapat pengaruh 

belanja modal terhadap 

pertumbuhan ekonomi Di 

Kota Manado . 

4 Analisis  Pengaruh 

Kemandirian 

Keuangan Daerah 

Dan Investasi 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi Dan Ipm Di 

Kawasan Metropolitan 

Sarbagita. 

Wardani dkk. (2019) 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

menganalisis 

pengaruh 

kemandirian 

keuangan daerah 

dan investasi 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi pada 

kawasan 

metropolitan 

SARBAGITA, 

menganalisis 

pengaruh 

kemandirian 

keuangan daerah, 

Teori/Konsep: 

Pertumbuhan.ekonomi dapat 

diartikan dengan 

perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang 

menyebabkan barang dan jasa 

yang diproduksi dalam 

masyarakat bertambah dan 

kemakmuran 

masyarakat.meningkat.  

 

 

Hipotesis : 

H.1 Pertumbuhan  Pengaruh 

Kemandirian Keuangan 

Daerah dan Investasi Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi. 

 

Independen 

1. Kemandirian 

Keuangan 

Daerah, 

2. Investasi. 

 

Dependen 

1. Pertumbuhan 

Ekonomi, 

2. IPM. 

 

Berdasarkan teori dan 

hasil penelitian ini 

mengindikasikan bahwa  

Kemandirian keuangan 

daerah berpengaruh 

negatif (signifikan) dan 

investasi berpengaruh 

positif (signifikan) 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi, kemandirian 

keuangan daerah dan 

investasi tidak 

berpengaruh langsung 

terhadap IPM, sedangkan 

pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh positif 

(signifikan) terhadap IPM,  

kemandirian keuangan 
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investasi, dan 

pertumbuhan 

ekonomi terhadap 

IPM pada kawasan 

metropolitan 

SARBAGITA, 

menganalisis 

pengaruh 

kemandirian 

keuangan daerah 

dan investasi melalui 

pertumbuhan 

ekonomi terhadap 

IPM pada kawasan 

metropolitan 

SARBAGITA 

H.2  Pengaruh Kemandirian 

Keuangan Daerah, Investasi, 

dan Pertumbuhan Ekonomi 

Terhadap IPM 

daerah dan investasi 

berpengaruh secara tidak 

langsung terhadap IPM 

melalui pertumbuhan 

ekonomi. 

 

5 Pengaruh 

Kemandirian 

Keuangan Daerah 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Bertujuan untuk 

dapat mengetahui   

menganalisis 

perkembangan 

kemandirian 

keuangan daerah 

Teori/Konsep: 

Pertumbuhan Ekonomi adalah 

proses kenaikan Output 

perkapita dalam jangka 

panjang dan  

Independen 

Kemandirian 

Keuangan Daerah. 

 

Dependen 

Dari pembahasan yang 

telah dilakukan dapat 

diambil kesimpulan bahwa 

kemandirian keuangan 

daerah  mempunyai 

pengaruh positif secara 
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Kabupaten/Kota 

Provinsi Banten 

Suci dkk (2014) 

kabupaten dan kota 

di Provinsi Banten 

tahun 2001-2011 

serta menganalisis 

pengaruh 

kemandirian 

keuangan daerah 

tersebut terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi kabupaten 

dan kota Provinsi 

Banten. 

pertumbuhan ekonomi 

mengukur prestasi dari 

perkembangan suatu 

perekonomian. Dari suatu 

periode ke periode lainnya 

kemampuan suatu negara 

untuk menghasilkan barang 

dan jasa akan meningkat 

 

Hipotesis : 

H.1 pengaruh  Pengaruh 

Kemandirian Keuangan 

Daerah terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi. 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

signifikan terhadap 

peningkatan pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Banten. 

Hasil penelitian 

menunjukkan rasio PAD 

berpengaruh positif secara 

signifikan pada 

pertumbuhan ekonomi. 

Ketergantungan terhadap 

Dana  Perimbangan akan 

berpengaruh terhadap 

penurunan perekonomian. 

6 Pengaruh Pendapatan 

Asli Daerah Dan 

Belanja Modal 

Terhadap Kinerja 

Keuangan Pada 

Pemerintah 

Kabupaten Halmahera 

Barat 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

Untuk menganalisis 

pengaruh secara 

simultan dan parsial 

Pengaruh PAD dan 

belenja modal 

Teori/Konsep : 

Artikel ini menjelaskan 

bagaimana Kinerja keuangan 

pemerintah pusat dan daerah 

adalah tingkat pencapaian dari 

suatu hasil kinerja keuangan 

yang meliputi anggaran dan 

realisasi pendapatan asli 

Independen 

1. PAD 

2. Belanja Modal 

Dependen 

1. Kinerja Keuangan 

Hasil analisis regresi 

menunjukan bahwa 

pendapatan asli daerah (X1) 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan (Y), belanja 

modal (X2) berpengaruh 

positif tetapi tidak signifikan 
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Leki dkk., (2018) 

 

terhadap kinerja 

keuangan 

daerah dengan menggunakan 

indikator keuangan yang 

ditetapkan melalui suatu 

kebijakan atau ketentuan 

perundang-undangan selama 

satu periode anggaran. 

Hipotesis : 

H1 : Diduga bahwa 

pendapatan asli daerah 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

keuangan dearah 

H2 : Diduga bahwa belanja 

modal berpengaruh 

positif terhadap kinerja 

keuangan daerah 

H3 : Diduga bahwa 

pendapatan asli daerah 

dan belanja modal 

secara bersama-sama 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan 

(Y), dan secara bersama-

sama pendapatan asli 

daerah (X1) dan belanja 

modal (X2) berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerna keuangan 

(Y) di Kabupaten Halmahera 

Barat. 
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terhadap kinerja 

keuangan daerah 

7 Pengaruh Belanja 

Modal Terhadap 

Pertumbuhan Kinerja 

Keuangan Dengan 

Pendapatan Asli 

Daerah Sebagai 

Variabel Intervening 

(Studi Kasus Pada 

Pemerintah 

Kabupaten/ Kota Di 

Provinsi Jawa Timur) 

Amrozi (2016) 

 

Untuk menguji 

pengaruh belanja 

modal terhadap 

pertumbuhan kinerja 

keuangan daerah 

dengan pendapatan 

asli daerah 

 

Teori/Konsep : 

Artikel ini menganalisis 

bagaimana Belanja Modal 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah, 

Pendapatan Asli Daerah 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

pertumbuhan kinerja keuangan 

(rasio kemandirian), 

Pendapatan Asli Daerah 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

pertumbuhan kinerja keuangan 

(kemampuan mobilisasi 

daerah), Pendapatan Asli 

Daerah tidak berpengaruh 

secara negatif dan tidak 

signifikan terhadap 

Independen 

1. Belanja Modal 

Dependen 

1. Pertumbuhan 

Kinerja Keuangan 

Intervening 

1. PAD 

 

Belanja Modal berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap Pendapatan Asli 

Daerah, Pendapatan Asli 

Daerah berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

pertumbuhan kinerja 

keuangan (rasio 

kemandirian), Pendapatan 

Asli Daerah berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan 

kinerja keuangan 

(kemampuan mobilisasi 

daerah), Pendapatan Asli 

Daerah tidak berpengaruh 

secara negative dan tidak 

signifikan terhadap 

pertumbuhan kinerja 

keuangan (efisiensi 
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pertumbuhan kinerja keuangan 

(efisiensi penggeluaran 

anggaran), Pendapatan Asli 

Daerah berpengaruh secara 

negatif dan tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan kinerja 

keuangan (sisa pengeluaran 

anggaran), Belanja Modal 

secara signifikan berpengaruh 

positif secara tidak langsung 

terhadap pertumbuhan kinerja 

keuangan dengan Pendapatan 

Asli Daerah sebagai variabel 

intervening. 

Hipotesis: 

H1 : Belanja modal mempunyai 

pengaruh terhadap PAD 

H2 : PAD mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja 

keuangan daerah 

H3 : Belanja modal mempunyai 

pengaruh terhadap 

penggeluaran anggaran), 

Pendapatan Asli Daerah 

berpengaruh secara negatif 

dan tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan kinerja 

keuangan (sisa pengeluaran 

anggaran), Belanja Modal 

secara signifikan 

berpengaruh positif secara 

tidak langsung terhadap 

pertumbuhan kinerja 

keuangan dengan 

Pendapatan Asli Daerah 

sebagai variabel 

intervening. 
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pertumbuhan kinerja 

keuangan daerah 

8 Pengaruh Belanja 

Modal, Dana 

Perimbangan Dan 

Pendapata Asli 

Daerah Terhadap 

Kinerja Keuangan 

Kabupaten Dan Kota 

Di Provinsi Aceh. 

Andirfa dkk. (2016) 

 

Untuk mengetahui 

hubungan PAD,dana 

perimbangan dan 

kinerja keuangan 

pada Pemerintah 

Daerah. 

 

Teori/Konsep: 

Anggaran publik ini 

menjelaskan mengenai 

estimasi kinerja yang hendak 

dicapai pada periode tertentu 

dinyatakan dalam ukuran 

finansial. 

Hipotesis: 

H.1 Belanja modal 

mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan daerah 

H.2 Dana perimbangan 

mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan daerah. 

H.3 PAD mempunyai 

pengaruh terhadap 

kinerja keuangan daerah 

 

Independen 

1. Belanja Modal, 

2. Dana 

Perimbangan 

3. PAD 

Dependen 

1. Kinerja 

Keuangan 

 

Belanja Modal, Dana 

Perimbangan dan 

Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) secara simultan 

memiliki pengaruh terhadap 

kinerja keuangan. Namun 

hasil pengujian secara 

parsial menunjukkan 

Belanja Modal berpengaruh 

positif terhadap kinerja 

keuangan daerah, dan Dana 

Perimbangan berpengaruh 

negative terhadap kinerja 

keuangan daerah. 

Sedangkan Pendapatan Asli 

Daerah tidak mempengaruhi 

kinerja keuangan daerah 

pada Pemerintah 

Kabupaten dan Kota di 

Provinsi Aceh. 
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9 Pengaruh Pendapatan 

Asli Daerah Dan 

Belanja Modal 

Terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah 

Daerah 

Antari dkk. (2018) 

 

Untuk mengetahui 

signifikansi pengaruh 

pendapatan asli 

daerah dan belanja 

modal terhadap 

kinerja keuangan 

pemerintah daerah. 

 

Teori/Konsep: 

Teoritis yang didapatkan dari 

penelitian ini yaitu diharapkan 

mmapu memberikan bukti 

empiris mengenai pengaruh 

pendapatan asli daerah dan 

belanja modal terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah. 

Hipotesis: 

H1 : PAD mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja 

keuangan pemerintah 

daerah. 

H2 : Belanja modal mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja 

keuangan pemerintah 

daerah. 

Independen 

1. PAD 

2. Belanja Modal 

Dependen 

1. Kinerja Keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

 

Hasil penelitian dengan 

menggunakan analisis 

regresi linier berganda 

menunjukkan bahwa 

pendapatan asli daerah 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan pemerintah 

daerah. Belanja modal 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan pemerintah 

daerah. 

10 Pengaruh Belanja 

Modal, Ukuran 

Pemerintah Daerah, 

Intergovernmental 

revenue Dan 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menguji pengaruh 

belanja modal, 

intergovernmental 

Teori/Konsep: 

1. Teori Keagenan (Agency 

Theory) Dalam hubungan 

keagenan, terdapat dua 

pihak yang melakukan 

Independen 

1. Belanja Modal 

2. Intergovernmenta

l Revenue 

Berdasarkan perumusan 

masalah, penelitian ini 

bertujuan untuk 

menganalisis dan 

mengetahui pengaruh 
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Pendapatan Asli 

Daerah Terhadap 

Kinerja Keuangan 

(Kabupaten/ Kota Di 

Provinsi Jawa 

Tengah,Tahun 2012-

2015) 

Mulyani dkk. (2017) 

revenue, ukuran 

pemerintah daerah 

dan pendapatan asli 

daerah terhadap 

kinerja keuangan. 

kesepakatan atau kontrak, 

yakni pihak yang 

memberikan wewenang 

atau kekuasaan (prinsipal) 

dan yang menerima 

kewenangan (agen) 

2. Teori kontingensi 

Pendekatan kontijensi pada 

akuntansi didasarkan pada 

premis bahwa tidak ada 

sistem akuntansi secara 

universal selalu tepat untuk 

bisa diterapkan pada 

seluruh organisasi dalam 

setiap keadaan, tetapi 

dipengaruhijuga olehfaktor- 

faktor situasional yang ada 

dalam organisasi. 

Hipotesis: 

H1 : Belanja modal 

berpengaruh negatif 

3. Ukuran 

Pemerintah 

daerah 

4. Pendapatan asli 

daerah 

 

Dependen 

1. kinerja keuangan 

yang diukur 

dengan rasio 

efisiensi 

 

negatif signifikan belanja 

modal, ukuran pemerintah 

daerah, intergovernmental 

revenue dan pendapatan 

asli daerah terhadap kinerja 

keuangan kota dan 

kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah dapat disimpulkan 

sebagai berikut, belanja 

modal berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan pada kabupaten/ 

kota di Provinsi Jawa 

Tengah periode 2012-2015. 

Ukuran pemerintah daerah 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan pada kabupaten/ 

kota di Provinsi Jawa 

Tengah periode 2012-2015. 

Intergovernmental revenue 

berpengaruh negatif 
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signifikan terhadap 

kinerja keuangan 

H2 : Ukuran Pemerintah 

Daerah berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap kinerja 

keuangan pemerintah 

daerah. 

H3 : Intergovernmental 

Revenue berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap kinerja 

keuangan 

H4 : Pendapatan Asli 

Daerah berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap kinerja 

keuangan pemerintah 

daerah 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan pada kabupaten/ 

kota di Provinsi Jawa 

Tengah periode 2012-2015. 

Pendapatan asli daerah 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan pada kabupaten/ 

kota di Provinsi Jawa 

Tengah periode 2012-2015. 

Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat 

memberikan gambaran 

tentang pelayanan publik 

dan kinerja pemerintahan 

daerah khususnya dari 

belanja modal, ukuran 

pemerintah daerah, 

intergovernmental revenue 

dan pendapatan asli daerah 

di Provinsi Jawa Tengah 

tahun amatan 2012-2015. 
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11 Pengaruh Ukuran 

Pemerintah Daerah, 

Pad, Leverage, Dana 

Perimbangan Dan 

Ukuran Legislatif 

Terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah 

Daerah (Studi Pada 

Kab/Kota Pulau 

Sumatra) 

Sari dkk. (2016) 

Adapun tujuan dari 

penelitian ini 

dilakukan adalah 

untuk:  

1. menguji dan 

membuktikan 

pengaruh ukuran 

pemerintah 

daerah terhadap 

kinerja keuangan 

pemerintah 

daerah. 

2. menguji dan 

membuktikan 

pengaruh PAD 

terhadap kinerja 

keuangan 

pemerintah 

daerah. 

3. menguji dan 

membuktikan 

pengaruh 

Hipotesis: 

H1 : Ukuran pemerintah 

daerah berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah.  

H2 : PAD berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah. 

H3 : Leverage berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah. 

H4 : Dana perimbangan 

berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan 

pemerintah daerah. 

H5 : Ukuran legislatif 

berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan 

pemerintah daerah. 

 

 

Independen 

1. Ukuran 

Pemerintah 

Daerah 

2. PAD 

3. Leverage 

4. Dana 

Perimbangan 

5. Ukuran Legislatif 

Dependen 

1. Kinerja keuangan 

daerah 

 

Berdasarkan hasil dari 

analisis tersebut maka dapat 

disimpulkan : 

1. Ukuran pemerintah 

daerah berpengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan pemerintah 

daerah. Hal ini dapat 

dilihat dari t hitung 

(2,513) > t tabel (2,008) 

dengan pvalue (0,015) < 

α (0,05). 

2. PAD berpengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan pemerintah 

daerah. Hal ini dapat 

dilihat darinilai t hitung 

(2,182) > t tabel (2,008) 

dengan pvalue (0,034) < 

α (0,05). 

3. Leverage tidak 

berpengaruh terhadap 
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leverage 

terhadap kinerja 

keuangan 

pemerintah 

daerah. 

4. menguji dan 

membuktikan 

pengaruh dana 

perimbangan 

terhadap kinerja 

keuangan 

pemerintah 

daerah. 

5. menguji dan 

membuktikan 

pengaruh ukuran 

legislatif terhadap 

kinerja keuangan 

pemerintah 

daerah. 

kinerja keuangan 

pemerintah daerah. Hal 

ini dapat dilihat dari nilai t 

hitung (1,740) < t tabel 

(2,008) dengan pvalue 

(0,087) > α (0,05). 

4. Dana perimbangan 

berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan 

pemerintah daerah. Hal 

ini dapat dilihat dari nilai t 

hitung (4,060) > t tabel 

(2,008) dengan pvalue 

(0,000) < α (0,05). 5. 

Ukuran legislatif tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan 

pemerintah daerah. Hal 

ini dapat dilihat dari nilai t 

hitung (0,044) < t tabel 

(2,008) dengan p value 

(0,965) > α (0,05). 
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12 Pengaruh 

Pertumbuhan 

Ekonomi, 

Pengganguran, Dan 

Kemiskinan Terhadap 

Kinerja Keuangan 

Daerah (Studi Kasus 

Di Wilayah Soloraya 

Periode 2013 – 2015) 

Krisna dkk. (2016) 

Bertujuan :  

1. untuk 

menganalisis 

signifikansi 

pertumbuhan 

ekonomi 

terhadap kinerja 

keuangan daerah 

pada 

Kabupaten/Kota 

di Soloraya. 

2. untuk 

menganalisis 

signifikansi 

pengangguran 

terhadap kinerja 

keuangan daerah 

pada 

Kabupaten/Kota 

di Soloraya. 

3. untuk 

menganalisis 

Hipotesis 

H1 : Pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja keuangan 

daerah. 

H2 : Pengangguran 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja keuangan 

daerah. 

H3 : Kemiskinan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja keuangan 

daerah.  

H4 : Pertumbuhan ekonomi, 

pengangguran, dan 

kemiskinan secara 

simultan berpengaruh 

positif dan signifikan 

Independen 

1. pertumbuhan 

ekonomi 

2. Penggangura

n 

3. Kemiskinan 

Dependen 

1. Kinerja 

keuangan 

 

Berdasarkan hasil dari 

analisis tersebut maka dapat 

disimpulkan: 

1. pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

keuangan 

2. pengangguran 

berpengaruh signifikan 

terhadap 

kinerjakeuangan 

3. kemiskinan berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja keuangan 
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signifikansi 

kemiskinan 

terhadap kinerja 

keuangan daerah 

pada 

Kabupaten/Kota 

di Soloraya. 

4. untuk 

menganalisis 

signifikansi 

pertumbuhan 

ekonomi, 

pengangguran, 

dan kemiskinan 

secara simultan 

terhadap kinerja 

keuangan daerah 

pada 

Kabupaten/Kota 

di Soloraya. 

 

terhadap kinerja 

keuangan daerah 
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13 Pengaruh Pertumbuhan 

Ekonomi Dan Ukuran 

Pemerintah Daerah 

Terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah 

Daerah 

Nurhayati dkk. (2020) 

 

The purpose of this 

research is to 

determine the effect 

of Economic Growth 

and Size of Local 

Government on 

Financial 

Performance of 

Regional 

Governments This 

research used 

secondary data The 

population of this 

research is Budget 

Realization Report, 

Balance Sheet and 

Report on the 

realization PDRB of 

District / City 

Government in West 

Java period 2014-

2018. 

Hipotesis : 

H1 : Pertumbuhan Ekonomi  

berpengaruh Terhadap 

Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah 

H2 : Ukuran Pemerintah 

Daerah berpengaruh 

Terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah 

Independen 

1. pertumbuhan 

ekonomi 

2. ukuran 

pemerintah 

 

dependen 

1. kinerja 

keuangan 

 

Berdasarkan hasil dari 

analisis tersebut maka dapat 

disimpulkan : 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

dan Ukuran Pemerintah 

Daerah berpengaruh 

secara simultan dan 

signifikan terhadap 

Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah. 

2. Pertumbuhan Ekonomi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah. 

3. Ukuran Pemerintah 

Daerah berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah 

Daerah. 
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14 Pengaruh Pendapatan 

Asli Daerah, Dana 

Perimbangan Dan 

Pertumbuhan 

Ekonomi Terhadap 

Kinerja Keuangan 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota Di 

Provinsi Jawa Timur 

heryanti dkk., (2019) 

 

Tujuan 

untuk menguji 

pengaruh 

pendapatan asli 

daerah, dana 

perimbangan dan 

pertumbuhan 

ekonomi terhadap 

kinerja keuangan 

pemerintah 

kabupaten/kota 

provinsi Jawa Timur. 

 

Hipotesis 

H1 : Pendapatan Asli Daerah 

berpengaruh positif 

terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota 

di Provinsi Jawa Timur.  

H2 : Dana perimbangan 

berpengaruh positif 

terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Timur.  

H3 : Pertumbuhan Ekonomi 

berpengaruh positif 

terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Timur 

 

Independen 

1. PAD 

2. Dana 

perimbangan 

3. Pertumbuhan 

ekonomi 

Dependen 

1. Kinerja keuangan 

 

Berdasarkan hasil dari 

analisis tersebut maka dapat 

disimpulkan : 

1. Pendapatan Asli Daerah 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja keuangan 

pemerintah 

2. Dana Perimbangan 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

kinerja keuangan 

pemerintah 

3. Pertumbuhan Ekonomi 

berpengaruh tidak 

signifikan terhadap 

kinerja keuangan 

pemerintah 

4. Belanja Modal 

berpengaruh tidak 

signifikan terhadap 
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kinerja keuangan 

pemerintah 

 

15 Pertumbuhan 

Ekonomi Sebagai 

Variabel Pemoderasi 

Pendapatan Asli 

Daerah Dan Bantuan 

Propinsi Terhadap 

Belanja Modal 

Jaeni dkk. (2016) 

Tujuan yang ingin 

dicapai dari 

penelitian ini adalah 

menganalisis 

pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan 

Bantuan Propinsi 

yang di moderasi 

Pertumbuhan 

Ekonomi terhadap 

alokasi Belanja 

Modal. 

Hipotesis: 

H1 : PAD berpengaruh 

positif terhadap Belanja 

Modal. 

H2 : Bantuan Propinsi 

berpengaruh positif ter 

hadap Belanja Modal 

H3 : Pertumbuhan Ekonomi 

berpengaruh positif 

terhadap Belanja Modal 

H4 : Pertumbuhan Ekonomi 

memoderasi pengaruh 

PAD terhadap Belanja 

Modal. 

 

Independen  

1. PAD 

2. Bantuan 

Propinsi 

Dependen 

1. Belanja Modal 

Moderasi 

1. Pertumbuhan 

Ekonomi 

 

Berdasarkan hasil dari 

analisis tersebut maka dapat 

disimpulkan : 

Bahwa ternyata Pendapatan 

Asli Daerah berpengaruh 

terhadap Belanja Modal. 

Bantuan keuangan Propinsi 

juga berpengaruh terhadap 

Belanja Modal. Demikian 

juga Pertumbuhan Ekonomi 

berpengaruh terhadap 

Belanja Modal. Dan 

Pertumbuhan Ekonomi 

terbukti memoderasi 

pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah terhadap Belanja 

Modal. Hal ini menunjukkan 

secara keseluruhan 

Pendapatan Asli Daerah 



91 
 

 

 

 

 

 
 
 

Propinsi Jawa Tengah 

meningkat walaupun relatif 

sehingga masih tergantung 

juga bantuan dari 

Pemerintah Propinsi 

sehingga pemerintah 

daerah mulai memiliki 

kemandirian yang mulai 

tumbuh. Penelitian ini 

menunjukkan model 

tersebut mampu 

menjelaskan variance 

Belanja Modal sebesar 85,5 

%. Selanjutnya sebesar 

14,5% dijelaskan oleh faktor 

lain yang tidak masuk dalam 

model tersebut 
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 Lampiran 2. Tinjauan Empiris Penelitian 

No Penulis Judul Hasil 

1 (Maltide 

dkk.,20

20)  

Pengaruh Kemandirian 

Daerah, Kinerja Pemerintah 

Daerah, Dan Sistem 

Pengendalian Intern 

Terhadap Akuntabilitas 

Pelaporan Keuangan. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

semakin tinggi kemandirian suatu 

daerah maka akuntabilitas pelaporan 

keuangan semakin meningkat 

Semakin baik kinerja pemerintah 

maka akuntabilitas pelaporan 

keuangan semakin meningkat 

karena kinerja pemerintah yang 

baik akan memberikan 

kepercayaan kepada masyarakat 

sehingga pemerintah daerah 

mendapatkan dukungan dan 

kepercayaan dalam pengelolaan 

keuangan bahwa pemda 

menggunakan kekuasaan publik 

untuk membenarkan semua 

aktivitas publik yang dikelola oleh 

pemda untuk membangun daerah 

yang sesuai dengan harapan 

2 (Pratiwi 

2021)  

Pengaruh Kemandirian 

Keuangan Daerah Dan 

Pertumbuhan Ekonomi 

Terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia Di 

DIY 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kemandirian keuangan 

daerah dan pertumbuhan 

ekonomi secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia 

Kabupaten/Kota di Provinsi DIY 

tahun 2014-2019, kemandirian 

keuangan daerah secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia 

pada Kabu-paten/Kota di Provinsi 

DIY tahun 2014-2019, dan 
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pertumbuhan ekonomi secara 

par-sial berpengaruh signifikan 

terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia pada Kabu-paten/Kota di 

Provinsi DIY tahun 2014-2019. 

3 (Rodrik

o dkk., 

2021) 

Pengaruh Kemandirian 

Keuangan Daerah, Kinerja 

Keuangan Daerah Dan 

Belanja Modal Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di 

Kota Manado. 

 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa bahwa Kemandirian, 

Kinerja Keuangan dan Belanja 

modal berpengaruh signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

di Kota Manado, kemandirian 

keuangan daerah tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Kota 

Manado, kinerja keuangan 

berpengaruh signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Kota 

Manado. Dan  belanja modal tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Kota 

Manado. 

4 (Septira 

dkk. 

2019)(S

utrisna 

dkk., 

2019) 

Analisis  Pengaruh 

Kemandirian Keuangan 

Daerah Dan Investasi 

Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Dan Ipm Di 

Kawasan Metropolitan 

Sarbagita. 

 

Berdasarkan teori dan hasil 

penelitian ini mengindikasikan 

bahwa  Kemandirian keuangan 

daerah berpengaruh negatif 

(signifikan) dan investasi 

berpengaruh positif (signifikan) 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi, kemandirian 

keuangan daerah dan investasi 

tidak berpengaruh langsung 

terhadap IPM, sedangkan 

pertumbuhan ekonomi 
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berpengaruh positif (signifikan) 

terhadap IPM,  kemandirian 

keuangan daerah dan investasi 

berpengaruh secara tidak 

langsung terhadap IPM melalui 

pertumbuhan ekonomi. 

 

5 (Asmar

a dkk., 

2014) 

Pengaruh Kemandirian 

Keuangan Daerah 

Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Kabupaten/Kota 

Provinsi Banten. 

Dari pembahasan yang telah 

dilakukan dapat diambil 

kesimpulan bahwa kemandirian 

keuangan daerah  mempunyai 

pengaruh positif secara signifikan 

terhadap peningkatan 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Banten. Hasil penelitian 

menunjukkan rasio PAD 

berpengaruh positif secara 

signifikan pada pertumbuhan 

ekonomi. Ketergantungan 

terhadap Dana  Perimbangan 

akan berpengaruh terhadap 

penurunan perekonomian. 

6 (Leki 

dkk., 

2018) 

Pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah Dan Belanja Modal 

Terhadap Kinerja 

Keuangan Pada 

Pemerintah Kabupaten 

Halmahera Barat 

Hasil analisis regresi menunjukan 

bahwa pendapatan asli daerah 

(X1) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan (Y), belanja modal (X2) 

berpengaruh positif tetapi tidak 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan (Y), dan secara 

bersama-sama pendapatan asli 

daerah (X1) dan belanja modal 

(X2) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerna 
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keuangan (Y) di Kabupaten 

Halmahera Barat. 

7 (Amrozi

, 2016) 

 

Pengaruh Belanja Modal 

Terhadap Pertumbuhan 

Kinerja Keuangan Dengan 

Pendapatan Asli Daerah 

Sebagai Variabel 

Intervening (Studi Kasus 

Pada Pemerintah 

Kabupaten/ Kota Di 

Provinsi Jawa Timur) 

Belanja Modal berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah, 

Pendapatan Asli Daerah 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan kinerja 

keuangan (rasio kemandirian), 

Pendapatan Asli Daerah 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan kinerja 

keuangan (kemampuan 

mobilisasi daerah), Pendapatan 

Asli Daerah tidak berpengaruh 

secara negative dan tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan 

kinerja keuangan (efisiensi 

penggeluaran anggaran), 

Pendapatan Asli Daerah 

berpengaruh secara negatif dan 

tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan kinerja keuangan 

(sisa pengeluaran anggaran), 

Belanja Modal secara signifikan 

berpengaruh positif secara tidak 

langsung terhadap pertumbuhan 

kinerja keuangan dengan 

Pendapatan Asli Daerah sebagai 

variabel intervening. 

8 (Andirfa 

dkk. 

2016) 

 

Pengaruh Belanja Modal, 

Dana Perimbangan Dan 

Pendapata Asli Daerah 

Terhadap Kinerja 

Belanja Modal, Dana 

Perimbangan dan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) secara 

simultan memiliki pengaruh 
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Keuangan Kabupaten Dan 

Kota Di Provinsi Aceh. 

 

terhadap kinerja keuangan. 

Namun hasil pengujian secara 

parsial menunjukkan Belanja 

Modal berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan 

daerah, dan Dana Perimbangan 

berpengaruh negative terhadap 

kinerja keuangan daerah. 

Sedangkan Pendapatan Asli 

Daerah tidak mempengaruhi 

kinerja keuangan daerah pada 

Pemerintah Kabupaten dan Kota 

di Provinsi Aceh. 

9 (Antari 

dkk., 

2018) 

 

Pengaruh Pendapatan 

 Asli Daerah Dan 

Belanja Modal Terhadap 

Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah 

 

Hasil penelitian dengan 

menggunakan analisis regresi 

linier berganda menunjukkan 

bahwa pendapatan asli daerah 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah. Belanja 

modal berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah. 

10 (Mulyan

i dkk., 

2017) 

Pengaruh Belanja Modal, 

Ukuran Pemerintah 

Daerah, Intergovernmental 

revenue Dan Pendapatan 

Asli Daerah Terhadap 

Kinerja Keuangan 

(Kabupaten/ Kota Di 

Provinsi Jawa 

Tengah,Tahun 2012-2015) 

Berdasarkan perumusan 

masalah, penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis dan 

mengetahui pengaruh negatif 

signifikan belanja modal, ukuran 

pemerintah daerah, 

intergovernmental revenue dan 

pendapatan asli daerah terhadap 

kinerja keuangan kota dan 

kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah dapat disimpulkan 
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sebagai berikut, belanja modal 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja keuangan pada 

kabupaten/ kota di Provinsi Jawa 

Tengah periode 2012-2015. 

Ukuran pemerintah daerah 

berpengaruh negatif signifikan 

terhadap kinerja keuangan pada 

kabupaten/ kota di Provinsi Jawa 

Tengah periode 2012-2015. 

Intergovernmental revenue 

berpengaruh negatif signifikan 

terhadap kinerja keuangan pada 

kabupaten/ kota di Provinsi Jawa 

Tengah periode 2012-2015. 

Pendapatan asli daerah 

berpengaruh negatif signifikan 

terhadap kinerja keuangan pada 

kabupaten/ kota di Provinsi Jawa 

Tengah periode 2012-2015. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran tentang 

pelayanan publik dan kinerja 

pemerintahan daerah khususnya 

dari belanja modal, ukuran 

pemerintah daerah, 

intergovernmental revenue dan 

pendapatan asli daerah di 

Provinsi Jawa Tengah tahun 

amatan 2012-2015. 

11 (Sari 

dkk. 

2016) 

Pengaruh Ukuran 

Pemerintah Daerah, Pad, 

Leverage, Dana 

Perimbangan Dan Ukuran 

Berdasarkan hasil dari analisis 

tersebut maka dapat disimpulkan : 

5. Ukuran pemerintah daerah 

berpengaruh terhadap kinerja 
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Legislatif Terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah 

Daerah (Studi Pada 

Kab/Kota Pulau Sumatra) 

 

keuangan pemerintah daerah. 

Hal ini dapat dilihat dari t hitung 

(2,513) > t tabel (2,008) 

dengan pvalue (0,015) < α 

(0,05). 

6. PAD berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan pemerintah 

daerah. Hal ini dapat dilihat 

darinilai t hitung (2,182) > t 

tabel (2,008) dengan pvalue 

(0,034) < α (0,05). 

7. Leverage tidak berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai t hitung 

(1,740) < t tabel (2,008) 

dengan pvalue (0,087) > α 

(0,05). 

8. Dana perimbangan 

berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah. 

Hal ini dapat dilihat dari nilai t 

hitung (4,060) > t tabel (2,008) 

dengan pvalue (0,000) < α 

(0,05). 5. Ukuran legislatif tidak 

berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah. 

Hal ini dapat dilihat dari nilai t 

hitung (0,044) < t tabel (2,008) 

dengan p value (0,965) > α 

(0,05). 

12 (Raharj

a dkk. 

2017) 

Pengaruh Pertumbuhan 

Ekonomi, Pengganguran, 

Dan Kemiskinan Terhadap 

Berdasarkan hasil dari analisis 

tersebut maka dapat disimpulkan: 
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 Kinerja Keuangan Daerah 

(Studi Kasus Di Wilayah 

Soloraya Periode 2013 – 

2015) 

1. pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan 

2. pengangguran berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan 

3. kemiskinan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan 

 

13 (Nurhay

ati dkk. 

2020) 

 

Pengaruh Pertumbuhan 

Ekonomi Dan Ukuran 

Pemerintah Daerah Terhadap 

Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah 

Berdasarkan hasil dari analisis 

tersebut maka dapat disimpulkan : 

1. Pertumbuhan Ekonomi dan 

Ukuran Pemerintah Daerah 

berpengaruh secara simultan 

dan signifikan terhadap 

Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah 

2. Pertumbuhan Ekonomi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah 

Daerah 

3. Ukuran Pemerintah Daerah 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah 

Daerah 

 

14 Heryant

i dkk. 

(2019) 

 

Pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah, Dana 

Perimbangan Dan 

Pertumbuhan Ekonomi 

Terhadap Kinerja 

Berdasarkan hasil dari analisis 

tersebut maka dapat disimpulkan : 

1. Pendapatan Asli Daerah 

berpengaruh positif signifikan 
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Keuangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota Di Provinsi 

Jawa Timur 

terhadap kinerja keuangan 

pemerintah 

2. Dana Perimbangan 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan pemerintah 

3. Pertumbuhan Ekonomi 

berpengaruh tidak signifikan 

terhadap kinerja keuangan 

pemerintah 

4. Belanja Modal berpengaruh 

tidak signifikan terhadap 

kinerja keuangan pemerintah 

15 (Jaeni 

dkk. 

2016) 

Pertumbuhan Ekonomi 

Sebagai Variabel 

Pemoderasi Pendapatan 

Asli Daerah Dan Bantuan 

Propinsi Terhadap Belanja 

Modal 

 

Berdasarkan hasil dari analisis 

tersebut maka dapat disimpulkan : 

Bahwa ternyata Pendapatan Asli 

Daerah berpengaruh terhadap 

Belanja Modal  Bantuan keuangan 

Propinsi juga berpengaruh 

terhadap Belanja Modal. 

Demikian juga Pertumbuhan 

Ekonomi berpengaruh terhadap 

Belanja Modal. Dan Pertumbuhan 

Ekonomi terbukti memoderasi 

pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah terhadap Belanja Modal. 

Hal ini menunjukkan secara 

keseluruhan Pendapatan Asli 

Daerah Propinsi Jawa Tengah 

meningkat walaupun relatif 

sehingga masih tergantung juga 

bantuan dari Pemerintah Propinsi 

sehingga pemerintah daerah 

mulai memiliki kemandirian yang 



101 
 

 
 

mulai tumbuh. Penelitian ini 

menunjukkan model tersebut 

mampu menjelaskan variance 

Belanja Modal sebesar 85,5 %. 

Selanjutnya sebesar 14,5% 

dijelaskan oleh faktor lain yang 

tidak masuk dalam model tersebut 
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Lampiran 3. Validasi Ijin Penelitian  
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Lampiran 4. Tabulasi Data 

KAB/ KOTA 
Kemandirian 

Keuangan  
(KK) (%) 

Belanja 
Modal  

(BM) (%) 

Kinerja 
Keuangan 
(KK1) (%) 

Pertumbuhan 
Ekonomi 

(PE) 

Kab. Bantaeng 
0,076 1,34 0,605 34,130 

Kab. Barru 
0,103 1,249 0,538 31,750 

Kab. Bone 
0,117 1,031 0,422 35,150 

Kab. Bulukumba 
0,112 0,92 0,624 26,060 

Kab. Enrekang 
0,068 0,938 

 

29,220 

Kab. Gowa 
0,153 1,176 0,484 21,040 

Kab. Jeneponto 
0,08 1,083 0,555 21,940 

Kab. Luwu 
0,096 0,962 

 

33,550 

Kab. Luwu Utara 
0,159 0,998 0,592 32,020 

Kab. Maros 
0,155 1,166 0,596 52,090 

Kab. Pangkajene dan Kepulauan 
0,14 1,197 0 62,920 

Kota Palopo 
0,166 1,041 0,631 34,040 

Kab. Luwu Timur 
0,197 0,865 0,422 61,720 

Kab. Pinrang 
0,11 0,969 

 

39,780 

Kab. Sinjai 
0,084 1,146 

 

34,610 

Kab. Kepulauan Selayar 
0,057 0,984 0,46 35,460 

Kab. Sidenreng Rappang 
0,101 0,871 0,538 36,660 

Kab. Soppeng 
0,09 1,236 0,586 34,890 

Kab. Takalar 
0,102 1,474 

 

26,730 

Kab. Tana Toraja 
0,135 0,698 

 

23,720 

Kab. Wajo 
0,114 1,153 

 

41,940 

Kota Parepare 
0,187 0,846 

 

39,350 

Kota Makassar 

 
0,818 0,562 87,130 

Kab. Toraja Utara 

 
1,012 0,547 29,910 

Kab. Bantaeng 
0,101 0,941 0,422 37,410 

Kab. Barru 
0,162 

 
0,501 34,510 

Kab. Bone 
0,185 1,369 0,592 39,040 

Kab. Bulukumba 
0,19 1,318 0,634 29,030 

Kab. Enrekang 
0,13 1,142 0,538 31,280 

Kab. Gowa 
0,206 1,282 0,605 22,980 
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Kab. Jeneponto 
0,113 0,836 0,637 23,940 

Kab. Luwu 
0,121 1,041 0,501 36,560 

Kab. Luwu Utara 
0,12 1,028 0,569 35,020 

Kab. Maros 
0,216 1,194 0,562 56,120 

Kab. Pangkajene dan Kepulauan 
0,161 1,144 0,555 67,600 

Kota Palopo 
0,236 1,089 0,596 36,830 

Kab. Luwu Timur 

 
1,073 0,609 63,710 

Kab. Pinrang 
0,129 

 
0,422 43,950 

Kab. Sinjai 
0,132 1,215 0,555 37,890 

Kab. Kepulauan Selayar 
0,109 0,969 0,601 39,270 

Kab. Sidenreng Rappang 
0,147 0,913 0,484 40,240 

Kab. Soppeng 
0,136 

 
0,501 39,190 

Kab. Takalar 
0,135 

 
0,569 29,210 

Kab. Tana Toraja 
0,192 1,396 0,645 26,150 

Kab. Wajo 
0,16 1,071 0,516 45,080 

Kota Parepare 
0,208 0,872 

 

42,880 

Kota Makassar 

 
0,877 0,501 95,670 

Kab. Toraja Utara 
0,062 0,429 0,422 33,800 

Kab. Bantaeng 
0,131 0,743 0,46 41,630 

Kab. Barru 
0,143 0,975 0,586 38,090 

Kab. Bone 
0,138 1,047 0,501 43,870 

Kab. Bulukumba 
0,131 0,864 0,569 31,550 

Kab. Enrekang 
0,085 0,849 0,501 32,810 

Kab. Gowa 
0,176 1,046 0,581 25,070 

Kab. Jeneponto 
0,098 0,871 0,575 26,030 

Kab. Luwu 
0,116 0,995 0,516 40,200 

Kab. Luwu Utara 
0,122 0,932 0,501 38,650 

Kab. Maros 
0,222 0,921 0,592 60,920 

Kab. Pangkajene dan Kepulauan 
0,169 1,096 0,569 71,980 

Kota Palopo 
0,183 1,041 0,555 40,320 

Kab. Luwu Timur 
0,303 0,818 0,617 69,410 

Kab. Pinrang 
0,136 1,484 0,627 48,290 

Kab. Sinjai 
0,11 0,995 0,484 41,880 

Kab. Kepulauan Selayar 
0,109 

 
0,596 43,620 
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Kab. Sidenreng Rappang 
0,127 0,712 0,484 43,250 

Kab. Soppeng 
0,148 1,122 0,46 44,120 

Kab. Takalar 
0,144 0,952 0,637 31,510 

Kab. Tana Toraja 
0,153 0,877 0,642 29,310 

Kab. Wajo 
0,16 

 
0,501 47,150 

Kota Parepare 
0,224 0,811 0,601 45,940 

Kota Makassar 

 
0,859 0,501 106,230 

Kab. Toraja Utara 
0,066 0,793 0,484 37,840 

Kab. Bantaeng 
0,132 0,867 0,516 46,840 

Kab. Barru 
0,148 1,092 0,627 41,800 

Kab. Bone 
0,144 1,141 0,64 47,810 

Kab. Bulukumba 
0,157 1,057 0,581 33,960 

Kab. Enrekang 
0,094 0,899 0,547 35,280 

Kab. Gowa 
0,189 1,005 0,422 27,500 

Kab. Jeneponto 
0,099 0,911 0,46 27,740 

Kab. Luwu 
0,109 1,007 0,562 43,040 

Kab. Luwu Utara 
0,139 0,938 0,501 41,650 

Kab. Maros 
0,254 1,036 0,609 64,600 

Kab. Pangkajene dan Kepulauan 
0,183 1,044 0,575 77,680 

Kota Palopo 
0,214 0,9 0,581 43,790 

Kab. Luwu Timur 

 
0,844 0,46 71,340 

Kab. Pinrang 
0,137 1,27 0,484 52,100 

Kab. Sinjai 
0,107 

 
0,528 45,050 

Kab. Kepulauan Selayar 
0,093 0,969 0,501 47,990 

Kab. Sidenreng Rappang 
0,125 0,99 0,516 46,490 

Kab. Soppeng 
0,154 1,14 0,569 47,830 

Kab. Takalar 
0,123 1,023 0,538 34,420 

Kab. Tana Toraja 
0,147 0,897 0,538 31,660 

Kab. Wajo 
0,132 1,232 0,538 49,310 

Kota Parepare 
0,214 1,167 0,613 50,060 

Kota Makassar 

 
0,787 0,501 117,300 

Kab. Toraja Utara 
0,08 0,984 0,484 41,080 

Kab. Bantaeng 
0,164 0,746 0,422 45,680 

Kab. Barru 
0,157 0,792 0,501 40,360 
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Kab. Bone 
0,188 1,068 0,613 45,680 

Kab. Bulukumba 
0,171 0,96 0,613 33,340 

Kab. Enrekang 
0,108 0,985 0 33,540 

Kab. Gowa 
0,198 0,846 0 28,200 

Kab. Jeneponto 
0,124 1,274 0,501 25,700 

Kab. Luwu 
0,131 0,875 0,575 43,910 

Kab. Luwu Utara 
0,126 0,643 0,516 41,070 

Kab. Maros 
0,248 0,991 0,64 47,730 

Kab. Pangkajene dan Kepulauan 
0,199 0,881 0,501 74,380 

Kota Palopo 
0,252 0,624 0,575 43,660 

Kab. Luwu Timur 

 
0,792 0,605 72,850 

Kab. Pinrang 
0,141 

 
0,501 49,840 

Kab. Sinjai 
0,111 0,848 

 

43,740 

Kab. Kepulauan Selayar 
0,087 

 
0,575 46,730 

Kab. Sidenreng Rappang 
0,161 0,749 0,422 44,120 

Kab. Soppeng 
0,178 1,162 0,621 48,420 

Kab. Takalar 
0,165 

  

34,030 

Kab. Tana Toraja 
0,146 1,014 0,516 27,100 

Kab. Wajo 
0,146 0,742 0,516 52,160 

Kota Parepare 
0,29 1,015 0,501 48,500 

Kota Makassar 

  
0,575 125,320 

Kab. Toraja Utara 
0,082 0,904 0,501 37,370 

 

 

 

 

 


